
  

GUBERNUR GORONTALO 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 36 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALO 

NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN ATAS BEBAN 

Menimbang 

Mengingat 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR GORONTALO, 

bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Pemerintah Provinsi Gorontalo dilaksanakan dengan efektif, 

efisien, tertib, transparan dan bertanggung jawab sesuai 

ketentuan perundang-undangan, 

bahwa sebagian kewenangan Gubernur sebagai pemegang 

kekuasaan pengelolaan keuangan daerah untuk melaksanakan 

APBD telah dilimpahkan kepada para pengelola keuangan 

daerah, 

bahwa Pelaksanaan Pembayaran dan Pembebanan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah guna mewujudkan kesamaan 

pemahaman dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan 

Kerja Perangkat Daerah, 

bahwa untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi Badan 

Pemeriksa Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019, 

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Prosedur 

Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah: 

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060): 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286), 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355), 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400), 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049): 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5679), 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614): 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165): 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322), 
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Menetapkan 

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 

2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 

MEMUTUSKAN: 

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 1 TAHUN 2019 
TENTANG PROSEDUR PEMBAYARAN ATAS BEBAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Prosedur Pembayaran atas Beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Gorontalo 

Tahun 2019 Nomor 1), diubah sebagai berikut: 

Diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 disisipkan 4 (empat) ayat 

yakni ayat (2a), ayat (2b), ayat (2c) dan ayat (2d), dan ayat (3) 

diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 8 

(1) Saldo uang persediaan disetorkan kembali oleh Bendahara 

Pengeluaran ke Kas Daerah yang dikuasai oleh BUD pada 

minggu ke 51 (lima puluh satu) tahun takwim berdasarkan 

saldo yang tercantum dalam SPM-GU yang terakhir. 

(2) Saldo tambahan uang persediaan setiap kegiatan disetorkan 

kembali oleh Bendahara Pengeluaran ke kas daerah yang 

dikuasai oleh BUD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 

kalender setelah tanggal SP2D. 

(2a) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan 

untuk tambahan uang persediaan pada belanja tidak terduga 

dan pengadaan mahyani dengan metode swakelola dengan 

instansi lain. 

(2b) Saldo TUP disetorkan ke RKUD sebelum dan/atau bersamaan 

dengan tanggal pengajuan SPP/SPM Nihil. 

(2c) Pembukuan nihil TUP dilakukan pada bendahara umum 

daerah dengan menunjukkan bukti setoran sisa kas yang telah 

divalidasi, untuk selanjutnya dikonfirmasi dengan Bank 

(2d) Bukti penyetoran saldo TUP yang telah divalidasi oleh Bank 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), disampaikan 

bersamaan dengan pengajuan SPP/SPM Nihil. 
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BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR...... 

(3) Jika ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2b), ayat 
(2c) dan ayat (2d) tidak terpenuhi maka BUD menolak usulan 
tambahan uang persediaan untuk seluruh kegiatan yang ada di 
OPD. 

Pasal II 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, menetapkan perundangan 

Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita 

Daerah Provinsi Gorontalo. 

Ditetapkan di Gorontalo 
pada tanggal 27 Juli 2020 

DITANDA TANGANI SECARA 

ELEKTRONIK OLEH : 

  

Diundangkan di Gorontalo an 
pada tanggal 27 Juli 2020 
SEKRETARIS “3 PROVINSI GORONTALO, 

DARDA DARABA 
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